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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu 
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Allah dan janganlah kamu bersikap lemah” 
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“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 
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The research aimed to determine the effect of sunset policy and moral 
obligation on company’s tax compliance in the KPP Pratama Surakarta.  
Types of this research is quantitative study. Sampling technique used was 
purposive sampling method. The data used were primary data using a 
questionnaire research instruments. The respondents in this research were 40 
company’s tax compliance. Data analysis techniques were perfomed, used was 
multiple linear regression with SPSS. 
Based on the analysis perfomed, the conclusion that based of the validity 
effect (t test) is significant (a) 0,05. Sunset policy had positive significant effect on 
company’s tax complaince in KPP Pratama Surakarta with coefficient 0,004. In 
addition, moral obligation had positive significant effect on company’s tax 
complaince on KPP Pratama Surakarta with coefficient 0,001  

















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sunset policy dan 
kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama 
Surakarta.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah data primer menggunakan alat instrumen berupa kuesioner yang 
disebar dengan jumlah sampel sebanyak 40 wajib pajak badan di KPP Pratama 
Surakarta. Teknik pengolahan data yang dilakukan, menggunakan regresi linear 
berganda dengan bantuan SPSS. 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 
berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) pada signifikansi (α) sebesar 0,05.  
Sunset policy berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan dengan koefisien sebesar 0,004. Kewajiban moral juga berpengaruh 
signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan koefisien sebesar 
0,001.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang 
adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 
Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan 
nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus 
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat 
vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) (Asri dan Vinola, 2009: 33). 
Berkaitan dengan itu, sumber  penerimaan  negara  yang  terbesar berasal 
dari pajak. Dominasi  pajak  sebagai  sumber penerimaan  merupakan  satu  hal  
yang  sangat wajar,  sumber  penerimaan  ini  mempunyai  umur tidak  terbatas,  
terlebih  dengan  semakin bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  mengalami 
peningkatan  setiap  tahunnya.  Pajak  memiliki peran  yang  sangat  besar dan  
semakin  diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran 
pemerintah (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011: 132). 
Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan 
pajak yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dan pengeluaran 
negara yang paling potensial. Langkah pemerintah untuk meningkatkan 
penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi 




pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system, 
dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, 
menghitung besarnya pajak terutangnya sendiri dan melaporkan hasil 
penghitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah setempat. 
Self assessment system  merupakan sebuah sistem untuk menghitung jumlah 
iuran pajak berdasarkan penghitungan oleh instansi terkait tempat wajib pajak 
bekerja atau biasa disebut dengan istilah fiskus atau pemungut pajak (Waluyo dan 
Ilyas, 2003: 58). Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem 
perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan 
perkembangan dalam masyarakat di Indonesia. Selain itu, reformasi di bidang 
perpajakan ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum di sektor perpajakan. 
Sistem ini juga merupakan upaya pemerintah  untuk meningkatkan kualitas 
dari individu-individu yang tergolong dalam Warga Negara Indonesia dan 
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah nominal yang akan dibayar, 
menyetorkan hasil penghitungan tersebut, serta melaporkan kewajiban 
perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).  
Penerapan self assesssment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan 
sukarela (voluntary complience) pada masyarakat telah terbentuk (Damayanti, 
2004). Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 
wajib pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan 
pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio (Gunadi, 2002: 54). 
3 
 
 Tabel 1.1 
Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2010-2015 
 




Tax ratio  
(%) 
2015 11.375 1.235,8 10,86 
2014 20.094,93 1.146,9 11,36 
2013 9.087,28 1.077,3 11,86 
2012 7.419,20 980,5 11,91 
2011 6.446,90 873,9 11,78 
2010 6.446,90 723,3 11,22 
 (Sumber : www.kemenkeu.go.id, data diolah) 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tax ratio di Indonesia terus 
mengalami fluktuasi dari kisaran ratio 11%. Bahkan mulai tahun 2012 Indonesia 
mengalami penurunan rasio dari 11,91% ke 11,86% pada tahun 2013. Selanjutnya 
tingkat rasio menurun kembali pada tahun 2014  sebesar 11,36% dan tahun 2015 
hanya sebesar 10,86%. Semakin rendahnya tax ratio menandakan hilangnya 
potensi penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan 
belanja sosial dan pembangunan infrastruktur negara. Untuk bisa setara dengan 
negara-negara berkembang di dunia, setidaknya Indonesia perlu memiliki tax 
ratio 20% dari PDB (www.dpr.go.id).  
Rendahnya tax ratio di Indonesia, terkait erat dengan belum baiknya 
pengelolaaan potensi pajak yang tidak lepas dari pungutan liar, suap dan 
pengemplangan pajak. Besarnya angka tax ratio yang masih rendah ini 
menunjukkan bahwa usaha untuk memungut pajak (tax effort) di Indonesia masih 
rendah (Gunadi, 2002: 60). 
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Melihat tax effort yang masih rendah di Indonesia, maka perlu ditumbuhkan 
kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak, dalam rangka untuk mencapai target 
pajak. Mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dan 
utama bagi peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak 
badan. 
Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Beberapa 
peneliti menggunakan kerangka model Theory of Planned Behaviour (TPB) untuk 
menjelaskan  perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak. Model TPB menguraikan 
penjelasan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance) sangat 
dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan 
yang dipersepsikan.  
Harinurdin (2009) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan 
dengan responden perusahaan besar yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 
Wajib Pajak Besar karena pada umumnya perusahaan besar memiliki sistem 
informasi akuntansi formal. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kontrol 
perilaku tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. Namun, kontrol 
perilaku berpengaruh terhadap niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, iklim 
organisasi, dan niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 
Membayar pajak merupakan suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi 
perilaku wajib pajak. Hal ini mengakibatkan kepatuhan wajib pajak sangat 
dipengaruhi oleh moralitas yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Penelitian 
yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dengan menguji pengaruh dari sembilan 
5 
 
variabel bebas, salah satunya yaitu kewajiban moral terhadap ketidakpatuhan 
pajak badan dari perilaku tax professional di perusahaan. Hasilnya menunjukkan 
bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.  
Benk et.al., (2011) melakukan penelitian mengenai perilaku wajib pajak 
yang mempengaruhi niat terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Penelitiannya 
menggunakan sikap keadilan (equity attitude), norma ekspektasi yang terdiri dari 
norma sosial dan moral serta kontrol perilaku berupa resiko deteksi dan besarnya 
sanksi dalam mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa bahwa norma sosial dan norma moral serta sanksi yang 
diberlakukan oleh pemerintah mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku 
tidak patuh. 
Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 kembali memberikan program 
pengampunan pajak yang dikenal sebagai Sunset Policy Jilid II, ditujukan untuk 
melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan. Kebijakan 
ini dilakukan pemerintah sebagai upaya peningkatan penerimaan sektor 
perpajakan dan memulai kembali kepatuhan wajib pajak di Indonesia.  
Landasan Hukum Sunset Policy Tahun 2015 ini ada dalam Peraturan 
Menteri Keuangan  Nomor 91/PMK.03/2015, DJP atas permohonan wajib pajak 
dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam hal sanksi 
administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahan wajib pajak. 
Wajib pajak diberi keringanan dalam hal sanksi administrasi atas 
keterlambatan atau kesalahan pelaporan SPT tahunan mereka. Program ini 
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mendorong Wajib Pajak untuk mau membenarkan melaporkan SPT keterlambatan 
mereka. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang 
selama ini belum atau kurang dibayar di samping meningkatkan kepatuhan 
membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan akibat makin akuratnya 
informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dengan program Sunset Policy 
salah satu cara memulai untuk meningkatkan rasa patuh dalam diri wajib pajak 
atas kewajibannya dengan benar (Devano & Rahayu 2006: 12). 
Undang-undang KUP memberikan fasilitas Sunset Policy berupa 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap wajib pajak orang pribadi 
ataupun badan yang ingin memperbaiki SPT nya dengan memberikan batasan 
waktu kebijakan ini berlaku. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada 
kemungkinan disalahgunakan. Apabila tidak diberikan batas waktu, justru dapat 
menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak.  
Kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak melalui Sunset Policy ini 
diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. 
Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi wajib 
pajak untuk meningkatkan keterbukaan (disclosure) atas kewajiban 
perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum (law enforcement) 
pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dengan 
menguji pengaruh beberapa variabel yaitu sunset policy, tax amnesty dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris pada KPP Jakarta 
Kembangan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien sunset policy sebesar -1,294, 
7 
 
hal ini menunjukkan bahwa rasio sunset policy memiliki pengaruh negatif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh sunset 
policy mengindikasikan bahwa apabila sunset policy mengalami kenaikan maka 
angka kepatuhan formal wajib pajak akan mengalami penurunan, begitupun 
sebaliknya. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti lain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Adi 
(2009) menunjukkan bahwa sunset policy berpengaruh positif terhadap faktor-
faktor kemauan dalam membayar pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 
Monica dan Anggreini (2009) dalam penelitiannya “Pengaruh Pemanfaatan 
Fasilitas Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan 
bahwa variabel sunset policy berpengaruh positif terhadap faktor-faktor kepatuhan 
wajib pajak. 
Wajib pajak badan memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan 
pajak. Wajib pajak badan dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah 
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Untuk kondisi saat ini berdasarkan data yang dihimpun oleh KPP Pratama 
Pratama Surakarta khususnya mengenai kepatuhan yang dilihat dari jumlah 
penyampaian SPT Wajib Pajak Badan, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib 
pajak masih kurang karena jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 
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kisaran 50 % dari jumlah wajib pajak terdaftar. Berikut data-data terkait 
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 
Pratama Surakarta adalah : 
Tabel 1.2 
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama 
Surakarta Tahun 2012-2015 
 




Jumlah % Jumlah % 
2012 2.246 48,90 2.347 51,1 0 4.593 
2013 2.744 55,84 2.170 44,16 4.914 
2014 2.519 53,91 2.153 46,09 4.672 
2015 2.549 56,42 1.969 43,58 4.518 
Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta 
Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2012 SPT yang dilaporkan menunjukkan 
tingkat 48,90% dan terjadi peningkatan pada tahun 2013 menjadi 55,84%. Pada 
tahun 2014 terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT yaitu 53,91 %. Selanjutnya 
pada tahun 2015 tingkat pelaporan SPT sebesar 56,42 %. 
Dapat diketahui pada tahun 2015 terjadi peningkatan pelaporan SPT 
tahunan wajib pajak badan, sedangkan di sisi lain terjadi pengurangan jumlah 
wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 diberlakukannya 
program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang terkenal 
dengan sebutan sunset policy yang tertuang dalam PMK.91/PMK.03/2015. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 
mengetahui pengaruh sunset policy dan kewajiban moral terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Sunset Policy dan Kewajiban Moral 
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Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama 
Surakarta)”.  
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti 
mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Tingkat tax ratio di Indonesia yang masih fluktuatif menandakan bahwa 
masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar 
pajak.  
2. Kurangnya kepatuhan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari sanksi 
yang dibebankan kepada mereka. 
3. Wajib Pajak khususnya badan masih banyak yang sering terlambat 
melaporkan SPT Pajak perusahaan mereka. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Sehingga, berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan 
diatas dan beberapa pertimbangan lainnya maka penulis melakukan batasan atas 
masalah yang akan diteliti antara lain : 
1. Agar masalah penelitian dapat terfokus, batasan penelitian diorientasikan 
pada satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan badan. 
10 
 
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan dari 
tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta. 
 
1.4  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Sunset Policy berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan pada KPP Pratama Surakarta ? 
2. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surakarta ? 
 
1.5  Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sunset policy terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. 
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kewajiban moral terhadap 








1.6  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 
terkait antara lain : 
1. Bagi Akademisi 
Diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi 
perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak badan dalam perhitungan dan 
pelaporan perpajakan. 
2. Bagi Instansi Terkait 
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan 
bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak 
dan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan 
pajak bagi negara. 
 




1.8  Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 
tugas akhir ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 
merupakan kerangka dan pedoman penulisan tugas akhir. Adapun sistematika 





BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini disajikan tentang teori dasar pengertian kepatuhan wajib 
pajak, sunset policy, kewajiban moral, penelitian yang relevan, 
kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, desain 
penelitian, populasi, sampling, teknik pengambilan sampel, variabel 
penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, prosedur 
pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum penelitian, 
pengujian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis 
(pembuktian hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 
membahas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran–saran. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1      Kepatuhan Wajib Pajak 
 Beberapa pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh 
beberapa pemikir. Menurut Pramushinta & Baldric (2011), kepatuhan wajib pajak 
yaitu suatu ketaatan wajib pajak untuk melakukan peraturan-peraturan perpajakan 
yang diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. 
Menurut Zain (2003: 31) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim 
kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin 
dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan kepatuhan pajak adalah suatu 
keadaan dimana wajib pajak taat atau patuh untuk memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan 
diri, kepatuhan untuk melaporkan surat pemberitahuan, kepatuhan dalam 
perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 
tunggakan (Rahayu, 2010: 138). 
Sony (2006: 110) mengemukakan terdapat 2 (dua) macam kepatuhan dalam 
perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu 
keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material 




semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang 
Perpajakan. 
Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh yang memenuhi kriteria yang 
ditentukan. Kriteria yang dimaksud terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan 
No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 
(dua) tahun terakhir. 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di 
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, 
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi/wajib pajak 
pernah dialkukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terkhir 
untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.  
5. Wajib Pajak yang laporan keuanganannya untuk 2 (dua) tahun terakhir 
diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau 
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi 
fiskal. 
 
2.2    Sunset Policy  
 Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya pemerintah untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target realisasi penerimaan 
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pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan Sunset Policy. Sunset Policy 
merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan 
sanksi administrasi perpajakan berupa bunga untuk pajak penghasilan orang 
pribadi atau badan (Suryarini & Anwar, 2010: 140). 
Pengertian Sunset Policy dikemukakan oleh beberapa para ahli perpajakan, 
salah satunya menurut Rahayu (2009: 344), Sunset Policy adalah pemberian 
fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam 
Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi 
kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan 
benar. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Sunset Policy 
adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan 
sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sunset Policy 
merupakan istilah yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 
menggambarkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 
berdasarkan Pasal 37 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Abdul,dkk. 2016: 10). 
 
2.2.1  Sanksi Perpajakan 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, di 
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patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib 
pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006: 44). Peraturan atau 
Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seorang individu untuk 
mengetahui perilaku yang diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan. Sanksi 
diperlukan agar peraturan atau perundang-undangan tidak dilanggar (Rahayu, 
2009: 213). 
Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi perpajakan mempunyai dua 
maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk 
menghukum (Mulyodiwarno, 2007:12). Dengan mendidik, dimaksudkan agar 
mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak 
dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang 
sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang 
terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 
Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan 
bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, terutama terhadap kewajibannya 
yang telah ditentukan dalam UU KUP seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dikenakan 
sanksi berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan: 
1. Denda 
Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran 
yang berkitan dengan keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat 
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pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak membuat faktur pajak 
atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, 
melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPn). 
2. Bunga 
Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan 
dengan pajak yang tidak atau kurang bayar. 
3. Kenaikan 
Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan 
pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan, data 
SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak 
menyampaikan SPT dan sebagainya. 
Sedangkan, sanksi pidana dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran cukup berat sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan 
perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara 
(Rahayu, 2010: 213). 
Tahun Pajak 2015 kemarin tepatnya bulan Mei, Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan yang dikenal sebagai Sunset Policy Jilid 2 yang disebut-sebut sebagai 
Reinventing Policy. Sama halnya dengan Sunset Policy pada tahun 2008, pada 
kebijakan Sunset Policy tahun 2015 ini juga memberikan penghapusan atas sanksi 
administrasi yang berupa bunga. Kebijakan yang diberikan Pemerintah berupa 
penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dengan tujuan 
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memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya secara benar (Mangunsong, 2010: 4).  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang 
belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang 
Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan 
sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan 
keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak apabila dalam 2015, Wajib 
Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke 
belakang sejak kebijakan ini dimulai. 
Bako (2004) menyebutkan beberapa manfaat pengampunan pajak. Pertama, 
bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio. Kedua, bagi wajib 
pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan 
sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat 
meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan 
sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat lebih optimal. 
Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk 
meningkatkan penerimaan pajak menambah beban pajak baru kepada masyarakat, 
dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. 
Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini 
belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena 
daftar kekayaan wajib pajak semakin akurat. 
Salah satu langkah diterapkannya Sunset Policy Jilid II ini adalah adanya 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan 
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Sanksi Administrasi Bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP 
(dikenal dengan sanksi bunga penagihan) apabila Wajib Pajak melunasi utang 
pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015 dan pelunasan dilakukan 
sebelum 1 Januari 2016 (www.infopajak.com) 
Landasan Hukum Sunset Policy Jilid II selain di atas, ada dalam Peraturan 
Menteri Keuangan  Nomor 91/PMK.03/2015, DJP atas permohonan Wajib Pajak 
dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam hal sanksi 
administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahan Wajib Pajak. Sanksi administrasi tersebut terbatas atas: 
1. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 
Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya atau SPT Masa 
untuk Masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya; 
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran 
pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 
dan sebelumnya; 
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu 
masa atau masa pajak sebagaimna tercantum dalam SPT Masa untuk Masa 
Pajak Desember 2014 dan sebelumya; dan/atau 
4. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas 
SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT 
Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang 




Terdapat perbedaan pada Sunset Policy tahun 2008, yaitu atas wajib pajak 
yang melakukan pelaporan atau pembetulan SPT dan termasuk dalam pengertian 
PMK ini, tetap akan diterbitkan Surat Teguran Pajak (STP). Namun STP tersebut 
bisa dihapuskan dengan cara pengajuan permohonan. Wajib Pajak akan 
mendapatkan pengurangan atau penghapusan atas sanksi administrasi jika 
menyampaikan permohonan kepada DJP.  
Permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 
antara lain yaitu surat permohonan diajukan secara tertulis, melampirkan bukti 
pelunasan utang pajak berupa Surat Setoran Pajak dan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak yang bersangkutan. Terdapat beberapa perbedaan dalam progam Sunset 
















Perbedaan Sunset Policy I dan Sunset Policy Jilid II 
 
Keterangan Sunset Policy I Sunset Policy Jilid II 
1. Dasar Hukum a. Pasal 37 A UU KUP 
b. PMK 18/PMK.03/2008 
a. Pasal 36 (1) huruf a 
UU      KUP 
b. PMK 91/PMK.03/2015 
2. Jenis Pajak Insentif hanya diberikan 
atas Pajak Penghasilan 
(PPh) 
Insentif diberikan kepada 
seluruh jenis pajak. 
3. Sasaran Kebijakan a. Insentif hanya 
diberikan jika WP 
menyampaikan 
pembetulan SPT Tahun 
Pajak sebelum 2007. 
b. Khusus WPOP yang 






administrasi atas pajak 
yang tidak atau kurang 
bayar untuk tahun 
pajak sebelum 
diperoleh NPWP. 
a.  Insentif diberikan 
kepada WP yang 
menyampaikan SPT 
pertama kalinya atau 
SPT pembetulan. 
b. Insentif diberikan atas 
keterlambatan pembayaran 
maupun keterlambatan 
pelaporan SPT yang 




2.3    Kewajiban Moral 
Beberapa penelitan kepatuhan pajak menggunakan konsep “Theory of 
Planned Behavior” (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Wajib 
Pajak (Blanthorne 2000; Bobek 2003). Teori ini berusaha untuk memprediksi dan 
menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Menurut Ajzen dan 
Fishbein, sikap dan kepribadian seseorang berpengaruh terhadap perilaku tertentu 
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hanya jika secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan 
erat dengan perilaku (Ajzen, 2002: 4). 
Dalam “Theory of Planned Behavior”, perilaku yang ditampilkan oleh 
individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat 
berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: 1) behavioral belief yaitu 
keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut 
(beliefs strength and outcome evaluation), 2) normative belief, yaitu keyakinan 
tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan 
tersebut (normative beliefs and motivation to comply), dan 3) control belief, yaitu 
keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat 
perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa 
kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (perceived 
power). 
Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat 
berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, behavioral 
beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, normative 
beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social 
pressure) atau norma subyektif (subjective norm) dan control beliefs 
menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol keperilakuan yang 
dipersepsikan (Ajzen, 2002: 10). 
Selain sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 
yang terkandung di dalam TPB, terdapat beberapa variabel lain yang dapat 
mempengaruhi niat dan perilaku. Kewajiban moral merupakan salah satu faktor 
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selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. 
Ajzen (1991) berpendapat, bahwa model TPB masih memungkinkan untuk 
ditambahi variabel prediktor lain, selain sikap (attitude), norma subyektif 
(subjective norms), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (perceived 
behavioral control). 
Kewajiban moral merupakan norma atau nilai individu yang dimiliki oleh 
seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Menurut 
Mustikasari (2007) prinsip hidup adalah cara atau jalan yang diyakininya tentang 
benar-salah, baik-buruk, yang berhubungan dengan kehidupan. Norma individu 
yang positif, akan berdampak pada niat individu yang selalu mematuhi peraturan 
perpajakan. Namun, bila norma yang dimiliki tesebut negatif, maka kepatuhan 
perpajakan tidak akan tercapai. 
 
2.4    Hasil Penelitian yang Relevan  
Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian- 
penelitian sebelumnya, berikut ini akan diuraikan beberapa hasil penelitian 

















Penelitian yang Relevan 











linier berganda, 94 
sampel. 
Kesadaran  membayar  pajak  
berpengaruh positif signifikan 
terhadap  kemauan membayar  
pajak. Pengetahuan  peraturan  
perpajakan  tidak berpengaruh   
terhadap  kemauan membayar   
pajak. Pemahaman  peraturan  
perpajakan  tidak berpengaruh  
terhadap  kemauan membayar 
pajak. Persepsi  efektifitas  
sistem  perpajakan  tidak 
berpengaruh pada kemauan 
membayar pajak. Kualitas 
layanan signifikan berpengaruh 
positif signifikan pada  kemauan  
membayar  pajak. 
2. Dampak kebijakan 
sunset policy 
terhadap kemauan  
membayar pajak 






Koefisien regresi menyatakan 
bahwa x (kebijakan Sunset  
Policy) dengan arah positif. Hal 
ini menyatakan bahwa 
kebijakan  sunset policy 
berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak.  












Sikap dari Tax professional 
memiliki pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan. Norma subyektif dari 
Tax professional memiliki 
pengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan. 
Kontrol keperilakuan yang 
dipersepsikan oleh Tax 
professional memiliki pengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan. Kondisi keuangan 
memiliki pengaruh positif 





Tabel lanjutan 2.2... 





















Kesadaran wajib pajak, kualitas 
pelayanan, kondisi keuangan 
perusahaan, dan persepsi tentang 
sanksi pajak berpengaruh positif 
dan signifikan pada kepatuhan 
wajib pajak reklame di Dinas 
Pendapatan Kota Denpasar. 
5. Effects of tax 

















Hasil dari eksperimen 
laboratorium yang dilakukan di 
berbagai negara menunjukkan 
bahwa perbedaan yang diamati 
di tingkat kepatuhan pajak dapat 
dijelaskan oleh perbedaan dalam 
keadilan administrasi 
perpajakan, dirasakan dalam 
pertukaran fiskal, dan sikap 
secara keseluruhan terhadap 
pemerintah masing-masing. 
Hasil eksperimen yang terbukti 
kuat dengan mereplikasi mereka 
untuk negara-negara yang sama 
dengan menggunakan langkah-
langkah respons survei 
pemenuhan pajak. 





Melihat dari persepsi individu 
alasan untuk menghindari 
kewajiban pajak, dalam 
penelitian ini menemukan hasil 
bahwa beban pajak, kurangnya 
kejujuran dan korupsi dipandang 






2.5    Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
penting. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh 
penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh sunset policy dan kewajiban 
moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus pada KPP Pratama 









2.6    Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan- pertanyaan 
yang dikemukakan dalam perumusan masalah dan masih harus dibuktikan 
kebenarannya lewat pengumpulannya dan penganalisaan data penelitian. Adapun 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
 
2.6.1 Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
Program Sunset Policy memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT. Sunset 
Sunset Policy (X1) 
Kewajiban Moral (X2) 
Kepatuhan Wajib 
Pajak  Badan (Y) 
27 
 
policy diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari 
program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. 
Setelah berhasil dilakukan pada tahun 2008 yang lalu, Sunset Policy diberlakukan 
kembali pada masa Tahun Pembinaan Pajak 2015.  
Alm and Beck (1993) membuktikan bahwa pengampunan pajak selalu 
mempengaruhi kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Ratung dan Adi (2009: 25) 
menyatakan bahwa Sunset Policy dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak 
untuk patuh membayar pajak. Program Sunset Policy diberikan guna untuk 
membina dan menertibkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban 
perpajakannya terutama dalam penyampaian SPT. Pengampunan pajak bertujuan 
untuk  memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak 
yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano, 2006: 16). Dengan 
demikian, hipotesis penelitian ini adalah: 
H1 : Program sunset policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan 
 
2.6.2 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
Secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, Ajzen 
(dalam Mustikasari 2007) mengatakan bahwa model TPB masih memungkinkan 
untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat yang 
telah dijelaskan. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai 
seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini 
tidak secara eksplisit termasuk dalam model TPB. 
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Kepatuhan pelaporan pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki 
tanggung jawab moral yang kuat (Ho, 2009). Norma individu yang positif, akan 
berdampak pada niat individu yang selalu mematuhi peraturan perpajakan. 
Namun, bila norma yang dimiliki tesebut negatif, maka kepatuhan perpajakan 
tidak akan tercapai. Penelitian Dewi & Sukartha (2014: 610) berpendapat bahwa 
kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak 
Badan. Mustikasari (2007) menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian, hipotesis 
dalam penelitian ini adalah: 






3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu yang direncanakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan 
proposal penelitian sampai terselesaikan penelitian ini, yaitu pada bulan Januari  
2016 sampai Oktober 2016. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Surakarta yang beralamat Jl. K.H Agus Salim No.1 Surakarta.  
3.2  Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitaif. 
Menurut Sugiyono (2009: 14) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan data 
yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini merupakan 
penelitian survey. Jenis penelitian survey adalah metode pengumpulan data primer 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara tertulis 
(Jogiyanto, 2008:3). Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari 
responden wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan 
menggunakan kuesioner.  
3.3  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek 
dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007: 90). Populasi dalam penelitian 








Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang 
diharapkan memiliki karakteristik yang dapat mewakili populasinya (Sekaran, 
2009: 123). Menurut Roscoe, Ukuran sampel yang layak digunakan dalam 
penelitian adalah 30 sampai dengan 500, selain itu bila dalam penelitian akan 
melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah 
anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti (Roscoe dalam 
Sugiyono, 2009: 74). Berdasarkan pernyataan Roscoe di atas, maka peneliti 
memutuskan untuk menggunakan sampel dengan jumlah  40 Wajib Pajak Badan. 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling . Menurut Sugiyono (2012: 117) pengertian purposive sampling adalah 
teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan 
tertentu. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Wajib Pajak yang memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi pajak 
dalam program sunset policy. 
2. Wajib Pajak yang pernah melaporkan SPT Pajak Badan sebelumnya. 




3.4  Data dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. 
3.4.1 Data Primer  
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 
dari sumber aslinya atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 
2002: 147). Data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk 
menghitung variabel-variabel yang digunakan.  
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui cara 
memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden yang berisi 
tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini. Bobot angka hasil kuesioner dalam penelitian ini 
menggunakan angka skala likert. Skala likert menggunakan lima angka penilaian 
yaitu :  
Tabel 3.1 
Penilaian Skor Kuesioner 
Jenis Pertanyaan Jenis Jawaban Skor 
Positif Sangat Tidak Setuju (STS) 
Tidak Setuju (TS) 
Netral (N) 
Setuju (S) 










3.4.2 Data Sekunder 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 147), data sekunder adalah sumber 
data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain : 
1. Laporan realisasi penerimaan pajak negara di KPP Pratama Surakarta Tahun 
2012-2015 
2. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta . 
3. Jumlah Wajib Pajak Badan efektif yang melapor SPT Tahunan di KPP 
Pratama Surakarta Tahun 2012-2015. 
4. Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pemanfaatan program sunset policy 
pada Tahun 2015. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti 
untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian 
survei. Menurut Singarimbun & Sofian (1982: 2), Penelitian survei adalah 
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data yang pokok.  
1. Teknik Kuesioner/ Angket 
Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawab (Iskandar, 2008 : 77). Penelitian ini menggunakan 
metode kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
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pengaruh program sunset policy dan kewajiban moral terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan. Kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan ganda dengan 
lima butir opsi  jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala pengukuran yang 
digunakan adalah skala pengukuran Likert dimana skor 5 merupakan nilai 
tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah.  
2. Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan analisis data terhadap semua catatan dan dokumentasi yang 
dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian (Sujoko, 
2004: 99). Melalui dokumentasi peneliti dapat memperoleh informasi 
berupa laporan atau data yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak badan. 
3.6  Variabel Penelitian  
Menurut Sugiyono (2010: 59) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 
sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu dan  Sunset 
Policy (PMK.91 Tahun 2015) (X1) dan Kewajiban Moral (X2) serta variabel 








3.7  Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
NO Variabel Definisi Indikator 
1  Sunset 
Policy (X1) 
Kebijakan pemberian fasilitas 
perpajakan dalam bentuk 
penghapusan sanksi 
administrasi perpajakan 
berupa bunga untuk pajak 
penghasilan orang pribadi 
atau badan  (Rahayu, 2009: 
344) 





Tahun Pajak Penghasilan 
(PPh) 






pajak yang terutang 
berdasarkan SPT 
Tahunan  




penyetoran pajak yang 
terutang untuk suatu 
masa atau masa pajak 
2 Kewajiban 
Moral (X2) 
Kewajiban moral merupakan 
norma individu yang dimiliki 
oleh seseorang namun 
kemungkinan tidak dimiliki 
oleh orang lain (Mustikasari, 
2007: 4) 
1. Melanggar etika 
2. Perasaan bersalah 






Kepatuhan wajib pajak yaitu 
suatu ketaatan wajib pajak 
untuk melakukan peraturan-
peraturan perpajakan yang 
diwajibkan untuk 
dilaksanakan berdasarkan 
Undang-undang perpajakan.  
(Pramushinta dan Baldric, 
2011: 175) 
1.  Tidak memiliki 
tunggakan untuk semua 
jenis pajak. 
2.  Wajib pajak membayar 
tepat waktu. 
3.  Wajib pajak melapor 
SPT tepat waktu. 
4.  Wajib pajak melaporkan 
dan menyetor pajak 




3.8 Instrumen Penelitian  
Pengukuran variabel penelitian ini melakukan studi lapangan untuk 
memperoleh data. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada wajib 
pajak badan yang dikumpulkan dari responden secara personal. 
Menurut Arikunto (2006: 265), instrumen pengumpulan data adalah alat 
bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 
data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 
Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 76) instrumen penelitian adalah suatu alat 
yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, 
secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert, yaitu 
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden bersifat 
kuantitatif, dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin skala 
likert , yaitu nilai 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = sangat, 
5= sangat setuju (Sekaran, 2000: 50). 
Penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dilakukan dengan cara bertatap 
muka dengan responden, ketika wajib pajak lapor di Tempat Pelayanan Terpadu 
(TPT) KPP Pratama Surakarta. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:  
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1. Responden dapat mengisi kuesioner pada waktu luang (misal : ketika 
menunggu di TPT), sehingga diharapkan jawaban responden objektif.  
2. Kasus tidak kembalinya kuesioner kepada peneliti dapat diminimalkan. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan keabsahan dalam penelitian ini 
sangat ditentukan oleh alat ukur variabel yang akan diteliti.  Maka untuk itu dalam 
penelitian ini akan dilakukan uji validitas (test of validity) dan reliabilitas (test of 
reliability. 
 
3.9  Teknik Analisis Data 
3.9.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk 
tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Tabulasi menyajikan 
ringkasan, pengaturan, dan penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan 
grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 
informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data 
demografi responden (jika ada) (Indriantoro dan Supomo, 2002: 170). 
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata 










3.9.2 Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Menurut Sugiyono (2006:197) uji validitas adalah suatu langkah yang 
dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk 
mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Uji 
validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.  
Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan 
yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Uji 
validasi ditujukan untuk menguji sejauh mana alat ukur dalam hal ini kuesioner 
mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validasi dilakukan dengan 
mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor. Teknik analisis 




X  = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 
Y = skor total yang diperoleh dari seluruh item 
  = jumlah skor dalam distribusi X 
jumlah skor dalam distribusi Y 
jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 
jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
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Dalam penelitian ini, taraf signifikan yang digunakan alpha (α) = 5% 
apabila r hitung > r tabel maka dikatakan valid (Wiyono, 2011: 113). Kriteria 
yang digunakan adalah jika rhitung lebih besar dari rtabel  (rhitung > rtabel), maka data 
dikatakan valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari suatu variabel atau konstruk.  Menurut Arikunto (2006: 154) 
menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabel menunjukkan pada suatu 
pengertian bahwa instrumen cukup untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena instrumen tersebut sudah baik.  
Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dalam penelitian ini 
menggunakan rumus Cronbach Alpha (Wiyono, 2011: 116), dengan rumus: 
α =  
Dimana:  
α = koefisien realiabilitas 
r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 
k = jumlah variabel dalam persamaan 
Apabila koefisien yang dihasilkan dari uji reliabilitas yaitu rhitung lebih besar 
dari rtabel (rhitung>rtabel), maka data tersebut dapat diandalkan. Kriteria suatu 
instrument dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 (Sunyoto, 
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2010: 84). Sedangkan untuk memudahkan perhitungan reliabilitas ini, digunakan 
alat bantu komputer dengan program IBM SPSS for Windows. 
 
3.9.3 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yaitu pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran 
asumsi-asumsi klasik yang  merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. 
Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian ini 
terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinyan asumsi 
tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama 
dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik 
yaitu sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas  
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 
bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah 
sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 
atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2005).  
Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, analisis nonparametik dapat 
digunakan. Jika data berdistribusi normal, analisis parametik termasuk model-
model regresi dapat digunakan. Uji normalitas data pada penelitian ini 
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menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Variabel pengganggu dikatakan 
mempunyai distribusi yang normal apabila nilai Asymptotic Significance > 0,05. 
Saat ini Asymptotic Significance > 0,05, dalam histogram akan menunjukkan pola 
yang membentuk seperti bel dan pada uji PP plot standar mendeteksi garis 
diagonal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut 
(Imam Ghozali, 2007:91): 
a. Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  
b. Menganalisis matrik kolerasi variabel-variabel independen. Jika antar 
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), 
maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya 
korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari 
multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek 
kombinasi dua atau lebih variabel independen.  
c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, 
(2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
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variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen 
lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 
yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai 
cuttof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 
adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10”. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk 
mengetahui apakah variance dari residual data satu observasi ke observasi lainnya 
berbeda ataukah tetap. Jika variance dari residual data sama disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 
yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi problem 
heteroskedastisitas (Latan dan Temalagi, 2013: 66).  
Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas pada 
model regresi antara lain : 
a. Melihat grafik scatterplot,yaitu plot-ing titik-titik menyebar secara acak dan 
tidak berkumpul pada satu temapat maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi problem heteroskedastisitas. 
b. Melakukan uji statistik glejser yaitu dengan mentransformasi nilai residual 
menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen 
dalam model (Gujarati dan Porter, 2010). Jika diperoleh nilai signifikansi 
untuk variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat problem heteroskedastisitas. 
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3.9.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Pengertian koefisien determinasi menurut Andi Supangat (2008: 350) yaitu 
merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua 
variabel atau lebih dalalm bentuk persen (menunjukkan seberapa besar persentase 
keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X), atau dengan kata lain 
seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y.  
Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan R-squares adalah 
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
Dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R-Squares dalam 
mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu 
variabel independen ditambahkan kedalam model. Pada beberapa contoh kasus, 
nilai adjusted R-Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus 
bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat 
nilai Adjusted R-Squares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (Latan dan 
Temalagi, 2013:80). 
2. Uji F (Uji Simultan) 
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) 
terhadap  variabel dependen ataukah tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai 
yang dihasilkan uji F probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua 
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variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. Cara lain yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung 
> F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 
2013: 81). 
 
3.9.5  Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui proses 
inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi 
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 191). Uji hipotesis penelitian ini menggunakan 
model Analisis Regresi Berganda (multiple linear regression method) bertujuan 
untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel 
independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh program sunset policy 
dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε  
Dimana : 
Y  = Kepatuhan  wajib pajak badan 
β0  = Intercept 
β1, β2  = Koefisien Regresi 
X1  =  Sunset Policy 
X2  = Kewajiban Moral 
E  = Error 
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Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk 
masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau 
menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai 
uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ha diterima). 
Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 
dimana Ha ditolak. 
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 
0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel 
yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel 
cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam 
penelitian-penelitian ilmu sosial. 
Menurut Gujarati dan Poter (2010) sebelum melakukan analisis regresi, 
terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (Ordinary Least Squares/ 
Pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar 
estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimates) (Latan dan Temalagi, 2013: 80). 
 
3.9.6 Uji Signifikansi Parameter  (Uji t) 
Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel 
independen terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji yaitu jika nilai 
yang dihasilkan uji t probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Cara lain yaitu membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka dapat 
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disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 81). 
 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.1.1 Deskripsi Responden Penelitian  
Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada 
KPP Pratama Surakarta. Kuesioner yang peneliti sebarkan sebanyak empat puluh 
kuesioner. Pertanyaan yang termuat dalam kuesioner adalah pertanyaan mengenai 
dua variabel independen penelitian yaitu program sunset policy (PMK.91 Tahun 
2015) yang terdiri dari 6 pertanyaan dan kewajiban moral terdiri dari 6 pertanyaan 
kemudian variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan yang terdiri dari 8 
pertanyaan. 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden 
berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.1 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
No Jenis kelamin Jumlah (orang)  Persentase (%) 
1 Laki-laki 22 55 
2 Perempuan 18 45 
Total  40 100 
    Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 
40 responden menunjukkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin, jumlah 
wajib pajak laki-laki lebih banyak dengan persentase sebesar 55% atau 22 orang 
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dari total responden, sedangkan untuk wajib pajak perempuan persentasenya 
sebesar 45% atau 18 orang dari total responden. 
2. Karakteristik Responden Lama Bekerja 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan lama bekerja dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.2 
Responden berdasarkan Lama Bekerja 
No Lama Bekerja Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. 5-10 tahun 4 10 
2. 11-15 tahun 21 52,5 
3. 16-20 tahun 10 25 
4. >20 tahun  5 12,5 
 Total 40 100 
   Sumber: Data diolah, 2016 
 Berdasarkan tabel 4.2 di  atas dapat diketahui bahwa dari 40 responden, 
sebagian lama bekerja wajib pajak badan antara 11-15  tahun, dengan persentase 
sebesar 52,5% dari total responden, diikuti wajib pajak dengan lama bekerja 16-
20 tahun dengan persentase sebesar 25% , selanjutnya wajib pajak dengan lama 
bekerja >20 tahun dengan persentase 12,5% dan yang paling kecil yaitu wajib 
pajak dengan lama bekerja 5-10 tahun hanya terdapat 10% dari total responden. 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 







Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. SMA 4 10 
2. DIPLOMA 16 40 
3 S1 14 35 
4. S2 6 15 
 Total 40 100 
Sumber: Data diolah, 2016  
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 40 responden, 
sebagian besar wajib pajak berpendidikan terakhir DIPLOMA dengan jumlah 
persentase 40% , selanjutnya adalah dengan persentase S1 sebesar 35%, diikuti 
dengan S2 dengan persentase 15%, dan yang paling sedikit yaitu wajib pajak 
dengan pendidikan terakhir SMA dengan persentase sebesar 10%.  
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan jenis usaha dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.4 
Responden Berdasarkan Jenis Usaha 
No Jenis Usaha Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. PT 22 55 
2. CV 8 20 
3. UD 4 10 
4. Lainnya 6 15 
 Total 40 100 
Sumber: Data diolah, 2016  
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 40 responden, 
sebagian besar wajib pajak memiliki jenis badan usaha PT yaitu sebanyak 22 
orang dengan persentase sebesar 55%, selanjutnya wajib pajak memiliki jenis 
badan usaha CV sebanyak 8 orang dengan persentase 20%, diikuti wajib pajak 
memiliki jenis badan usaha UD sebanyak 4 orang dengan persentase 10% dan 
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yang terakhir wajib pajak memiliki jenis badan usaha lainnya dari 3 pilihan yang 
disebutkan yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 15%. 
 
4.1.2. Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan suatu instrumen atau digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas pada 
masing-masing variabel. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas 
 Sunset Policy  
No item R hitung R tabel Keterangan  
Item 1 0,661 0,3120 Valid 
Item 2 0,721 0,3120 Valid 
Item 3 0,679 0,3120 Valid 
Item 4 0,681 0,3120 Valid 
Item 5 0,635 0,3120 Valid 
Item 6 0,652 0,3120 Valid 
Item 1,000 0,3120 Valid 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk sunset policy diperoleh hasil dari 6 
item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan 
demikian item pernyataan dalam variabel program sunset policy (PMK.91 Tahun 








Hasil Uji Validitas 
Kewajiban Moral 
No item R hitung R tabel Keterangan 
Item 1 0,646 0,3120 Valid 
Item 2 0,721 0,3120 Valid 
Item 3 0,687 0,3120 Valid 
Item 4 0,705 0,3120 Valid 
Item 5 0,645 0,3120 Valid 
Item 6 0,694 0,3120 Valid 
Item 1,000 0,3120 Valid 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk kewajiban moral diperoleh hasil dari 6 
item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan 
demikian item pernyataan dalam variabel kewajiban moral terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
No item R hitung R tabel Keterangan 
Item 1 0,632 0,3120 Valid 
Item 2 0,679 0,3120 Valid 
Item 3 0,648 0,3120 Valid 
Item 4 0,599 0,3120 Valid 
Item 5 0,516 0,3120 Valid 
Item 6 0,439 0,3120 Valid 
Item 7 0,594 0,3120 Valid 
Item 8 0,474 0,3120 Valid 
Item 1,000 0,3120 Valid 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak badan diperoleh 
hasil dari 8 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r 
tabel. Dengan demikian item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak 




2. Uji Reliabilitas 
Untuk melakukan uji reabilitas dilakukan dengan cara mencari angka 
reabilitas dari butir-butir pernyataan dalam kuisioner dengan menggunakan rumus 
standardized item alpha. Setelah diperoleh α, selanjutnya membandingkan nilai 
tersebut dengan angka kritis reabilitas pada tabel α, di dalam kuisioner jumlah 
butir pernyataan 30 pernyataan, sehingga nilai kritis reliabilitas dapat ditentukan 
sebesar 0,60 (Sunyoto, 2010: 84). 
Tabel 4.8 
Uji Reliabilitas 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai α lebih besar dari nilai 
angka kritis reliabilitas sebesar 0,60 sehingga dari 20 item pernyataan dapat 
dipercaya dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 
Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan 
adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (Best Linier 
Unbised Estimator). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain: adanya 
kenormalan, tidak ada multikolinieritas, homokedastisitas atau tidak terjadi 
No item Nama Variabel Alpha 
Cronbach 
Nunally Keterangan 
1 Sunset Policy  0,783 0,60 Reliabel 
2 Kewajiban Moral 0,785 0,60 Reliabel 
3 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan 
0,720 0,60 Reliabel 
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heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linier 
berganda yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 
penganggu, dan residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik 
adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk uji normalitas data 
digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (prosedur Explorer pada menu utama SPSS) 
dan melihat normal probability plot melalui tampilan output SPSS 20 berikut 
adalah hasil uji normalitas. 
Tabel 4.9 
Hasil Pengujian Normalitas 
 
 
Sumber: Data diolah, 2016 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kolmogorov 
smirnov test untuk Unstandardized Residual sebesar 0,714 dengan alpha 5% 
perbandingan antara alpha dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 
diketahui bahwa nilai sig > alpha maka artinya distribusi residual normal. Dan 
disini terbukti jika Asymp Sig Sebesar 0,714 lebih besar dari alpha 5% (0,05) 
sehingga menunjukan bahwa distribusi data dalam penelitian normal. 








Std. Deviation 1,82214849 




Kolmogorov-Smirnov Z ,698 







  Sumber : Data diolah, 2016 
 
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh 
dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah 
berdistribusi normal. 
 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel  bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation 
Factor (VIF). Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi  gejala 




Hasil Pengujian Multikolinieritas 
 
No Variabel VIF Tolerance  Keterangan 
1.  Sunset Policy 1,003 0,997 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
2. Kewajiban Moral 1,003 0,997 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
 Sumber : Data diolah, 2016 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel 
independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan Tolerance memiliki nilai 
diatas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan 
adanya gejala multikolineritas dalam model regresi. Dengan demikian diketahui 
bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 
heteroskedastisitas adalah dengan  melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi  
variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah 
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
















 Sumber: Data diolah, 2016 
Dari gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
diatas maupun dibawah 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastsitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk 
digunakan dalam melakukan pengujian 
Selain itu, untuk uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan uji statistik 
glejser yaitu jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen > 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Sunset Policy 0,122 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Kewajiban Moral 
0,292 
Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Sumber : Data diolah, 2016 
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 Tabel 4.11 diatas menunjukkan semua nilai signifikansi variabel program 
sunset policy (PMK.91 Tahun 2015) dan kewajiban moral lebih besar dari 0,05, 
sehingga kedua variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  
4.1.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji koefisien determinan (   ) 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 































,365 ,330 1,871 ,365 10,613 2 37 ,000 2,262 
Sumber: Data diolah, 2016 
Hasil perhitungan untuk nilai     dengan bantuan SPSS 20, dalam analisis 
regresi berganda diperoleh angka Adjusted     sebesar 0,330 hal ini berarti 
menunjukkan bahwa 33%  variabel kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan 
oleh variabel independen yaitu program sunset policy dan kewajiban moral. 
57 
 
Sedangkan 67% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
2. Uji F (Uji Simultan) 
Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang terdiri 
dari sunset policy dan kewajiban moral yang dimasukan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib 
pajak badan pada KPP Pratama Surakarta dengan   = 5% (0,05). 
Tabel 4.13 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 74,286 2 37,143 10,613 ,000
b
 
Residual 129,489 37 3,500   
Total 203,775 39    
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan nilai analisis uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 10,613 > 
3,23 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, hal ini berarti 
bahwa sunset policy dan kewajiban moral secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. 
 
4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
sunset policy dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan, adapun 











Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 15,348 4,584  3,348 ,002 
Sunset_policy ,372 ,121 ,405 3,088 ,004 
Kewajiban_moral ,457 ,127 ,471 3,591 ,001 
Sumber : Data diolah, 2016 
Dari tabel diatas merupakan hasil pengujian regresi linier berganda dapat 
dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 15,348 + 0,372 X1 + 0,457 X2 + e 
Berdasarkan persamaan regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi 
untuk variabel program sunset policy dan kewajiban moral terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan, dapat diterangkan bahwa: 
1. Nilai konstan (Y) sebesar 15,348 berarti jika program sunset policy dan 
kewajiban moral adalah 0, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak badan 
akan tetap sebesar 15,348.  
2. Nilai koefisien X1 sebesar 0,372 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel program sunset policy sebesar 1 satuan sementara variabel 
independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,372.  
3. Nilai koefisien X2 sebesar 0,457 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel kewajiban moral sebesar 1 satuan sementara variabel independen 
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lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,457.  
 
4.1.6 Uji  Signifikansi Parameter (t) 
Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara individu 
atau parsial. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah dengan 
menggunakan   = 5% yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah 95%. Adapun 
hasil uji t berdasarkan tabel 4.14 adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan tabel hasil pengolahan data untuk variabel program sunset policy 
diperoleh nilai t hitung sebesar 3,088 oleh karena nilai t hitung lebih besar dari 
t tabel (3,088 > 2,021 ) dengan probabilitas 0,004 < 0,05 maka H1 diterima 
yang berarti bahwa program sunset policy berpengaruh positif signifikan 
kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. 
2. Variabel kewajiban moral memiliki t hitung sebesar 3,591 oleh karena nilai t 
hitung lebih besar dari t tabel (3,591 > 2,021 ) dengan probabilitas 0,001 < 0,05 
maka H2 diterima yang berarti bahwa kewajiban moral berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. 
 
4.2   Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Faktor Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Berdasarkan hasil penelitian variabel program sunset policy  (X1) diperoleh 
nilai t hitung sebesar 3,088 dan p-value sebesar 0,004. Selanjutnya t hitung 
dibandingkan dengan t tabel, yaitu 3,088 > 2,021 dan p value dibandingkan 
dengan alpha, yaitu 0,004 < 0,05. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai 
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t hitung lebih besar dari t tabel dan p value lebih kecil dari α maka H1 diterima. 
Jadi, berpengaruh positif signifikan antara sunset policy terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. Nilai beta dalam Unstandardized 
Coefficients variabel sunset policy menunjukkan angka 0,372 artinya bahwa 
koefisien sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 37,2%.   
Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengampunan pajak melalui 
program sunset policy yang tertuang dalam PMK.91 Tahun 2015 memberikan 
dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak 
badan. Didasarkan pada teori pengampunan pajak yang dikemukakan oleh 
Devano & Rahayu (2006:12), pengampunan pajak diharapkan menghasilkan 
penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar di samping 
meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan 
akibat makin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Silitonga (2010:10) bahwa hal yang 
relatif sama bahwa program pengampunan pajak merupakan salah satu cara 
inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru 
kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja, serta dapat meningkatkan 
efektivitas pembayaran.  
Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan Bintoro (2007: 20) 
yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan 
pajak (tax compliance) oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak 
termasuk didalamnya. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak 
61 
 
di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa 
program tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. 
 
4.2.2 Faktor Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Berdasarkan hasil penelitian variabel kewajiban moral (X2) diperoleh nilai t 
hitung sebesar 3,591 dan p-value sebesar 0,001. Selanjutnya t hitung 
dibandingkan dengan t tabel, yaitu 3,591 > 2,021 dan p value dibandingkan 
dengan alpha, yaitu 0,001 < 0,05. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai 
t hitung lebih besar dari t tabel dan p value lebih kecil dari α maka H2 diterima. 
Jadi, berpengaruh positif signifikan antara kewajiban moral terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. Nilai beta dalam Unstandardized 
Coefficients variabel kewajiban moral menunjukkan angka 0,457 artinya bahwa 
koefisien kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 45,7%. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kewajiban moral maka akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena dengan adanya perasaan 
bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain, inilah 
norma individu atau kewajiban moral (moral obligation) akan berpengaruh 
terhadap tingkat patuh mereka terhadap kewajiban perpajakannya. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 
Parker et al (1995), dan Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa tingkat 
kewajiban moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan 
pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004), menyatakan 
bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan 






5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dalam 
hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sunset policy 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP 
Pratama Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,088 
yang mana nilai t hitung tersebut lebih besar dari nilai t tabel ( 3,088 > 
2,021) dengan probabilitas 0,004 < 0,05 maka H1 diterima yang berarti 
bahwa sunset policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan pada KPP Pratama Surakarta. Nilai beta dalam Unstandardized 
Coefficients variabel program sunset policy menunjukkan angka 0,372 
artinya bahwa koefisien program sunset policy terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan sebesar 37,2%.   
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kewajiban moral 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai t hitung sebesar 3,591 yang mana nilai t hitung tersebut lebih besar 
dari nilai t tabel (3,591 > 2,021) dengan probabilitas 0,001 < 0,05 maka H2 
diterima yang berarti bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Nilai beta dalam Unstandardized 





bahwa koefisien kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
sebesar 45,7%. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan 
gambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya : 
1. Penelitian ini hanya dilakukan KPP Pratama Surakarta sehingga sampel 
yang digunakan hanya terbatas pada wajib pajak badan yang terdaftar pada 
Kantor Pelayanan Pajak tersebut. 
2. Variabel independen yang digunakan hanya variabel program sunset policy 
dan kewajiban moral, padahal masih banyak variabel lain yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. 
3. Penelitian ini hanya menerapkan metode survey dengan alat instrumen 
berupa kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan 
pada data yang terkumpul melalui instrumen kuesioner tersebut. 
 
5.3  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang 
diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan untuk penelitian 
berikutnya sehubungan dengan penelitian ini yaitu: 
1. Mengingat penerimaan pajak yang masih minim, maka program sunset 
policy atau program sejenis pengampunan pajak dapat diadakan kembali 
oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan 




diimbangi dengan penegasan sanksi, agar wajib pajak senantiasa melakukan 
kewajiban perpajakan dan memulai kepatuhannya dengan benar. 
2. Dari variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari 
hasil bahwa variabel kewajiban moral sangat berpengaruh terhadap 
kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya cara pemerintah untuk menanamkan 
pemahaman manfaat dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara 
supaya setiap wajib pajak mempunyai moral pajak yang baik terhadap 
kewajibannya. 
3. Bagi kantor pelayanan pajak untuk dapat meningkatkan sosialisasi terhadap 
cara pengisian dan pelaporan SPT Pajak untuk menghindari kesalahan 
dalam perhitungan pajak yang harus dibayar. Karena dilapangan banyak 
responden yang memberikan masukan terkait sulitnya perhitungan dalam 
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